
BAB I 

PENOAHULUAN 

Kemajuan 1eknologi membawa akibat terhadap p:rndangan man11sia 

itu sendiri d:ilam hubungannya dengan alam sebagai Ungkungan hldup. Jni 

her::mi bahwa kesad::iran rnanusia sendlri semakln llnggl uncuk rnemelihara 

kl'langsungan hiclup di masa yang akan datang. Untuk itu manusia harus 

uwmikirkan per:uuran-peratur::in dan Lala c;:ira 11n111k memperoleh 

kcsclarasan clan keselmbangan. 

Dalam kaitan lni selalu dllemukan konfllk antara st pemb,1aL 

pcr:mrr:in dengan orang yang harus memaruhl peraruran ln1. Konnik ini 

terjadi disebabkan berbagal hat, antara lain bahwa sl pekerj::i selalu 

merasak:m kedudukan mereka yang dlarur. 

jika kita mengingat teorl • perjanjian masyarakat • (contract social) 

dlmana kekuasaan pengusaha pada haklkatnya merupakan pembinaan bag! 

pekerjanya, rnaka konflik terscbut harusnya lldak Lerjadl. Pada beberapa 

bldang kehldupan masyarakat keadaan inl tclah dapat diata.sl dengan 

mengadakan kesepakatan bers:una rnengenal hak dan kewajiban masing­

maslng, tetapi d1 bldang hubungan kerja antara pemberl pekerjaan dengan 

pekerja masih sulit mengurangl konflik tersebut. 

Scllap hubungan kerja terjacil dengan dJdahulul suatu kesepakatan 

bersama, namun keyakinan plhak pemberi kerja bahwa la adalah pemegang 

modal, pengendall kehidupan sl pekerja, tetap leblh menonjol dJbandlngkan 
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�nll:in k<':lcl:rnn kebers:1m:1:1n d:1!:11n mcnc:1pai lmsll. D:'ll:im silu:isi inilah 

S<'rir.g lcrjadl scngkela. 

Proses penyelesalan sengketa llubungan kerja akan leblh 

menunjukkan tingkat kedudukan kcperdataan antara karyawan dan majikan 

apakah sehnbang atau Lidak. Tenaga kcrja yang tcnuama bekerja untuk 

kepentlngan majikan, selalu hams menyediakan tenaganya pada saat 

majikan memerlukannya dan mengeluarkannya menun1L kehendak majikan 

itu. 

Demlkian bcrperannya pcngusaha sehlngga hukum Publik 

menciptakan peraturan-perat\lran yang bem1juan melindungi pihak y:rng 

lcmah, 111cnc111patkan pekerja pada kedudukan yang dllindungi dart 

kekuasaan majikan, ini sudah bcranl menetapkan pcramran-peraturan yang 

memaksa majlkan unruk tidak sesukanya. 

D:irl usaha ini dlkeL:ihul bahwa wal:iupun kcpada pekerja dan 

m:ijik:in diberi kekuasaan dan kebcbasan membuat pcracur:rn tertentu yang 

meng:itur hubungan mereka, namun peraruran itu tldak boieh bertcntangan 

dengan apa yang dltenrukan olch pcmerintah. 

Salah satu sebab bcrakhlrnya perjanµan kerj:i adalab adanya 

pemutusan hubungan kerja antara pckerja dengan pengusaha, yang kadang 

dlselesaikan canpa memperhatikan peraruran dan kesepakatan yang 

scbelumnya diambil balk itu dart perjanjian kcrja maupun juga d:iri 

kctcntuan-kctentuan perundang-undangan. 
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\. Pcngcrtl:in dan Pencgasan Judul 

Skl'ipsl In! bel'f1td11I " Sll:llll Tlnjauan Tcntang llcrakhlrny.t 

Pctjanjlao Kerja Aklbat Pemutusao Hubuogan Kctja di Pcrusahaan 

Swasta (Studl Kasus di P4D Medan) ¥. 

Sebagaimana kita ketah\li bahwa suam karya ilmiah harus diberi 

'udul, karena ia dapat mcnggambarkan apa yang mcnjadi inlisarl karangan 

:llau karya ilmiah dimaksud. 

Untuk mengetahui pengcrtlan f\ldl1l skrlpsl lni lebih mcndalam, di 

bawah inl penulis akan mcnguraikan kaitannya dengan judul skripsi ini, 

yait\l : 

S11at11 Tinfauan Tentang Berakhlrnya Perjanjian Kerja IX'rarti s11at11 

penilalan pcrihal berakhirnya pcrjanjian kcrja. 

Perjanjl:in kerja adalah suatu perjanjlan di mana plhak yang salll, bul'uh, 

menglk:11kan dlrl untuk bekerja pada pihak yang lain, majlkan, sel:lma 

suatu wakru tertentu dcngan mcncrlma upah 1 

Akibat adalah hasll ses\latu perbuatan atau pcnilalan. 

Pemutusan Hubungan Kerja adalah mcrupakan awal dari scorang buruh 

darl bcrakhlmya mcmpunyal pekerjaan ataupun permulaan 

dari bcrakhlrnya kcmampuan prcstasl untuk mcmbiayai keperluan hidup 

1 F.X. D jumiaidji, Petjanjlan Ketja, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, 
hal 17-18. 
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sehari-hari baginya dan keluarganya. 1 

Di Pemsahaan Swasta adalah perusahaan-perusahaan yang bukan 

dik11asai oleh negara. 

Studi Kasus di P4D Medan adalah mernpakan lokasi penelitian pem11is 

yailU pada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perb11n1han Daerah di 

Medan. 

Berdasarkan uralan di atas dapatlah dipahaml bahwa pembahasan 

yang dilakukan adalah tentang aklbat-aklbat dari berakhirnya perjanjian ke1ia 

yang didahului dengan adanya pemun1san hubungan kerja antara pengusaha 

dengan pekerjanya. 

D. Alasan Pemlllhanjudul 

Sebagaimana laporan RCTI Bulletin Malam Langgal 25 januari 2001 

perihal semakin marnknya aksi-aksl bunih yang memmn1t bahknya yang 

berakibat pula keengganan penanam modal asing untuk menanamkan 

modalnya di Indonesia, dan adanya suatu statement peme1intah Indonesia 

yang menyatakan bahwa di Indonesia kaya akan b11nih yang murah. Dua sisi 

yang menjadl dilematls dari uralan di atas adalah hak buruh dan upah burnh 

yang murah. 

Hak burnh yang ut.ama adalah upah, upah adalah salah san1 sisi yang 

sangat esensial di dalam memacu aksi - aksl buruh. Dalam buletin 

mal:im tanggal 25 Januari 2001 dlkatakan bahwa m:islh banyaknya pengus:ih:i-

2 Hallli TohOI dan Harl Pramono, llubungari Ker.fa Arllara 
�Jajlkan dan Buruh, BlnaAksara,Jakarta, 1987, hal. 11. 
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